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Menimbang:

Mengingat:

WALIKOTA SABANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Darah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L61 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dehgan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomora7 L2l;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Besard.n Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional dan
T\rnjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1965 tentang
PemQenhrkan Kotapraja , Sabang dengan mengubah
Undahg-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27581;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

,

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Iftpangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;
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4' undang-undang Nomor 15 fahun 2004 tentangpemeriksi*., i*gsud 
- J"r"L*'I"r*g"r, Negara(Iembaran Negara-"ffibltk "r;""::ff Tahun 2oo4Nomcjr 66, tamuatran- r,"_u*"i-..'-Nlg*" RepublikIndonesia,Nomor 44Oq

5. Undang-Undang Nomor 
_ 

g2 - Tahun 2OO4 tentangPemerintahan O"gr"f, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tamuirr.r, LembaranNegara Republik lndonesia Nomor ++ii sebagaimanatetah diubah beberapa.tati, l"i"trri, t?g"" undang_undang Nomor 12 
'Tahun 

2oog tentarig perubahanKedua Atas undang-undang Nomor gc- ranun 2004tentang pemerintahan ,1:1+ -iL;i*r" 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oo8 rv"irl.-r]g, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia llo*o, ag44l;

6' undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Ke_uangan Antara pemerintah Rrsat danPemerintahan Dl:1"t, (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor 126 Tarrrufian LembaranNega.ra Republik Indonesia lfo** ++gg)l*''
7 ' Undang-undang . Nomor 1 I Tahun 2006 tentangPemerintahan - A-"9! pembaran 

--.-rri"g;; 
RepublikIndonesia Tahun 2}O6lio*o, 62, Tanbahan LembaranNegara Republik Indonesia No*or'+bS3j; -.'"

8' undang-undang Nomor 2z Tahun 2oog tentang MajelisPermusyawaratan Rarryat, Dewan p"r**tit"r, Ralryat,Dewan perwakilan n"r.y"t Daerah dan DewanPerwakilan 
. D."l1!- 1r,"LUa1a" 

--N;g.r; 
RepublikIndonesia Tahun 2oog Nomor 128, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia llo*o.'+ie6ji* 

*
9 ' undang-undang Nomor 12 Tahun 20LL tentangPemQentukan Peraturan perundang-Undangan

(Lembaran Negara 
-Republik r"ao"l"la J"rrrr, 2or 1Nomor 82, Tambahan Lembaran 

- 
rv"g.i. RepublikIndonesia Nomor S23al;

10' Piraturari pemerintah Nomor 24 Tahu n 2oo4 tentangKedudukan protokoler dan ,Keuangan pimpinan danAnggota Dewan perwakilan 
E"lqr"t" p*"r, (LembaranNegara Republik maonesia Tahr; iooi'Nomor 90,Tambahan Iembaran 

-rv9g.r. Republik Indonesia Nomor44t6r sebagaimana telatidiubah b;;;r;;kai terakhirdengan peraturan pemerintah Nomor- 2T i;"" 2oo1tentang ,Perubahan- ^{etiga Atas perahrran pemerintah
Nomor 24 Tahun 2oo4 ientang Kedudukan protokoler
{a1 feryngan piSpinan dhn Anggota Dewan perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran weg#a n"-p-"tll IndonesiaTahun 2OOZ Nomor 47, Tamb_-ahan Lir"U*." NegaraRepublik lndonesia Nomor aTDl;

11. Peraturan
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Menetapkan:

11'. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

12. Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembirran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

13. Perattrran'Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagalmana telah diubah berapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oo7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang operasional Pimpinan Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Trrnjangan Kumunikasi Intensif dan Dana operasional;

15. Qhnun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sabang
(l,eilbaran Daerah Kota Sabang Tahun 2005 Nomor 4)

sebagaimana telatr diubah beberapa kali, terakhir
deng[n Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2008

tent-ang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Sabang
.Nomoil Tahun 2OOS teltang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kota sabang (Lembaran Daera Kota

Sabang Tahun 2008 Nomor 2);

16. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2oo9 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

. D4erah Kota Sabang Tahun 2OO9 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA

SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT KOTA SABANG.

KETENTUAN UMIJM

Dalam Peratrrran watikota ini yang dimaksud dengan:

t. Daerah C' 
lory
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1" !1erah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota
^ Sabang.
2. Pemerintah Kota adalatr unsur penyelenggarapemerintahan Kota sabang yang terdiri dari walikotadan perangkat Kota.3. Walikota adalah Walikota Sabang.4. Dewan perwakilan Rakyat "Kot" Sabang yangselanjutnya disebut dengan D'RK sabang adalahlembaga perwakilan r"tly.t kota ..u"g.i unsurpenyelenggara pemerintah daerah.5. PJmpinan DpRk adalah Ketua dan wakil Ketua DPRK
- Sabang. \ .- ,6' Irggot. D,RK adalah mereka yang diresmikankeanggotaannya sebagai anggota OFRX Sabang dantelah mengucapkan- ,r*p"fr/ianji berdasarkanketentuan perundang-undangan.

7 ' sekretariat DpRK aauarr sekietariat DpRK sabang.8. sekretaris lnnr adalah pejabat p;;;k;t daerah yansmemimpin Sekretariat DpRK.9. Pegawai Negeri sipil Daerah adarah pegawai pemerintah
daerah yang selanjutnya disingkat pifSb.

10. Anggaran pendapatan q11 B"i;j" Kota yangselanjutnya - disingkat APBK aa*an Anggaran
P_endapatan dan Belanja Kota Sabang.

1 1' Kelompok 
- 
kemampuan Keuangari Daerah adalahklasifikasi/klaster suatu daerah- untuk menentukan

kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yangditetapkan dengan formura sJbagai d.asar perhitungan
besaran T\rnjangan Komunikasi Intensii aan eera"n;aPenunjang operasional pimpinan pada ."ii.p klaster.L2. lljanean Komunikasi,, intensif t"G setanjutnyadisingkat TKI adarah ualg yang dibJrikan [.p"i.Pimpinan dan Anggota pFnk iti"p - 

iutan dalamrangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan danAnggota DPRK.
13. Eelanja penunjang Operasional pimpinan DPRK yang

selanjutnya. disingkat epo pimpinan bpnx adarah d.ana
. y*q- disediakan bagi pirnpinan DPRK setiap bulanuntuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitandengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lainguna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRKsehari-hari.

14' Pcnganggaran adalah rencana teuangan tahunan yangdigunakan untuk mendanai kelanciran pelaksanaan
lugas Pimpinan 

. 
d"l Anggota DPRK sesuai dengantujuan yang ditetapkan aan.didasark""-;;e; ;;;"fipencapaian efisiensi dan efektifitas al0kasi d*r,".15. Pertanggungiawab-an laporan adalah laporan yangmemya| 

- 
pengelolaan sumberdaya yang aigunataiuntuk kelancaran pelaksanaan tugas- piripin.-r, opRr

sesuai dengan tujuan yang ditetapk-an ."""rL periodik.
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TU NJA N GA 

T5$3,#,{'#': iilT?X i31,if 
- B E LA N JA

pasal 2

f;ffi"lpuan 
keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok,

a. Tinggi
b. Sedang; dan
c' Rendah 

pasal 3
(1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerahsebagaimana dimaksud daram pasar z ait itrr,g denganmenggunakan formula kemampuan t"r"rrg"., daerahs€una d.lq3 pendapatan umum daerahi Ain rurrgibelanja PNSD.
(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksudq3d" ayat (1) terdiri atas p""ar6"i." Asri Daerahditambah.pg" Bagi Hasil dan Ourr"'ntot"si Umum.(3) Belanja pNSn. seb-agairnana dimaksud pada ayat (i)terdiri atas gaji dan tuqiengan pNSD y;; meiiputi gajipokok, tunjangan tcCtqgga, tunjangan jabatan,tunjangan beras dan tunjangan pajak fen'gtrasitan.

Pasal 4
(1) Data yang digunakan sebagai d.asar perhitungankemampuan- keuangan daerah-sebagJ**. dimaksuddalam pasal 3 aa*an data apgK" tahun anggaranberjalan/berkenaan
(2) Perhitungan 

.. k.-*u,,, oA keuangan daerahsebagaimana dimakgud'pada .y.i rir--Eil"mkan orehTim Anggaran pemerintah'Daerah. ' '

Pasal 5
(1) P6ngelom.pol* kemampuan keuangan daerah KotaSabang, diatur sebagai Uerilart:

' a' di-atas Rpaoo.obo.ooo.ooo,o0 (empat ratus milyarrupiah) dikelompokan pada k";;;p"an keuangandaerah tirggr;b. antara np2bo.oOo.Ooo.^o^og,-oo (dua ratus milyar)sampai 
.9"t 9""_. Rp400.0OO.ObO,OOO,OO (";p;lratus milyar) dikelompo!.r, pada 

- 

t"r"*p-ri.r,
lguangan daerah sedang; dan 

r- ---.-

c' di bawah Rp200.00o.oo6.ooo,oo (dua ratus milyar)dikelompokan pada kemampuan keuangan daerahrendah.

(21 Klasifikasi kgyampuan 'keuangan Kota sabangsebagaimana ajSatsrla pada paJJ 2, iasal 3, danPasar 4 y,,,rg didasarkan atas A,BK tahun anggaranberjalan/berkenaan masuk ke ;J; kelompokkemampuan keuangan daerah.
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Pasal 6
Pengelompokan kemampuan keuangan Kota sabang
sebagaimana tersebut pada pasar s alat (2) adalah padi
kelompok sedang.

TUNJANGAN KoMUN,,AH,iI"ENSIF DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL

TKI serta Bpo pimpi"J3Hi oro.nuan daram bentuk uansdan dibayarkan setiap bulan.

TKI serta Bpo ,r*orrlff'ot ** sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 diberikan berdasark"r, t"ri"rpuan keuangan
daerah.

(1) TKI diberikan ryi#rUrak sebesar 3 (tiga) kali uansrepresentasi Ketua DPRK, apabila -k"*.-pr"i
!9.!*S.r, daerah pada kelompok tihggi.(21 rKI dibedk?" !fli"g uanv$ 

""u".#? (dua) kali uangrepresentasi Ketua DPRK, apabila kemampuai
lgr+rrgrn daerah pada kelompok .la"rrg.(3) TKI diberikT qfli"g banyak sebesar l lsatu) kali uangrepresentasi Ketua DPRK, apabila kemampuai
keuangan daerah pada kelompok rindah.

Pasal 10(1) 9lo Pimpinan DPRK disediakan paling banyak sebesar6 (enam) kari uang represcntasi KetuiDpRk dih;t.h
4_ (empat) kali jumlah uang representasi seruruh wakirKetua DPRK, apabila kemampuan keuangan daerah
pada kelompok tinggr.

(21 Blo Pimpinan DPRK disediakan paling banyak sebesar4 (empat) kali uang representasi ketua- DpRk ditambah
2 _t1z (du1 seperdua) kali jumlah uang representasi. seluruh Wakil Ketua DPRK, apabila kemampua'
keuangan daerah pada kelompok ."d"rrg.(3) PPq Pimpinan DPRK disediakan paling-banyak sebesar2 (dua) kali uang representasi Iietua-DpRk ditambahL L/2 (..ty seperdua) kali jumlah uang representasi
seluruh Wakil Kehra DPRK, apabila kemampuan
keuangan daerah pada kelompok,".rd"h.

Pasal 1 1
(1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DpRK sabang diberikan

p_aling b*y_{< sebesar 2 (dua) kali uang representasi
Ketua DPRK Sabang.

(2) BPq bagr Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang
diberikan pal_ing banyak sebesai? (empat) kali uan[
representasi Ketua DpRK sabang ditambah 2 t1z (dui
s-eperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil
Ketua DPRK Sabang. ./

Pasal 12 d
r"Y(1



Pasal 12

?.*Tr" - 
uang representasi Ketua DPRK sebagaimanadimaksud dalam pisal 9 dan pasal 10 serta besaran uangrepresentasi wakil Ketua DPRK ."u.g"i-*. dimaksuddalam Pasal 1o ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-ur,a.;g; yang berlaku.

BAB III 
]

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
UNJANGAN KOMUNIKASI INTEI$SIF

Pasal 13

IKI dian-ggarkan ke daram Rencana Kerja dan Anggaran
93tr' Kgrja perangkat Daerah sekretari.i opnr yangdikelompokan ke dalam Belanja Tidak i"rrg.rrrg yangdiuraikan ke dalam jenis Belanja peeawai, 

- 
oui"t beranja

lljansan Komunikasi Intensif nim"pinal a"r, Anggota
DPRK.

Pasal 15 
"

1"".g:r-3"" pajak atas TKI dibebankan serta dipotongkandari TKI,yang diterima oleh pimpinan a; A;gg"ta DpRK.

Pasal 16Tatl cara pengelolaan penganggaran, besaran danpertanggungiawaban TKI uerpeaoman klpada ketentuanperaturan perundang-undang* y"rrg berlaku.

kemampuan
peraturan

'h

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BELANJA PENUNJAUO 6PPNESTOTVEI 
--' -

Pasal 17
PPO Pimpinan DPRK disediakan berdasarkan
keuangan daerah dengan besaran sesuai
perundang-undangan yang berlaku.

!9g9taris D,RK. Itrfrl" anssaran Bpo pimpinan
DPRK secara kolektif yang difoEruhsikan r.. daramXencala Kerja.9.l ar,ggaran Satuan K.rl" perangkat
P"e.4 yang dikelomp6]kan ke datam eltanja Tidak
langsulg yang diuraikan ke dalam j;;- Belanja
legawai, obyqk Belanja penunjang Operasional
Pimpinan DPRK.

Plg.Pimpin-an DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan pada pos Sikretariat DPRK.

PPO Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipergunakan untuk:

(1)

(2)

fsvd

(3)

a. representasi 
/fil



representasi, antara lain menyampaikan berbagaiinformasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, mgl_{<sanakan dan memasyarakatkanKeputusan DPRK t.p"a" ."irii,t, Anggota DpRK;pelayanan, antara tiii" u"t"* pelayanan keamanandan transportasr;
kebutuhan lain, antara lain

,iii!T:l;r;ffi 
'ffk*?"ff 

[:i:I"#*ii#koordinasi dan to"rujti.il.p"a" Kepara Daerah,forum komunikasi pi*pi"*'i."r.h, dan tokoh_tokoh masyarakat, ,ir""jlai :"ru bicara D,RK dan :pemberian bantuan keiada" ;;;,J;k;,ir.r"ilo"rmasyarakat yang sifatnya insidental.

pasal 19
(1) Sekretaris. DPRK Sabang selaku penggunaAnggaran/pengguna Barang_bgrtarggung jawab ataspengelolaan nlo_ Smpinan 6pnr i"t?;:(2) Sekretaris. DPRK ' - 

S.U"rrg selalii penggunaAng.garan/pengguna g,p"fit"h u"ilu"v* -ffis*s*"irui{}ts jjttr
pencairan BpO pimpinal dpRK- ."t["., t I t2 (satuperduabelas) dari p.d,, r f."trri t.h;;;;garan kepadaBendahara umum D;"r.lr' a;#;;ffi;irkan 

:a' lnritansi sebagai tanda t"riha v"rre-;itrndatanganioleh pen gguna- An ggaran / pen gg""".g 
"ran 

g; d anb. pakta il 1ry1..* y"rrg sudah ditandatanganipimpinan DPRK yang :menjelaskan 
penggunaandana akan sesuai dlngan peruntukannya.(3) pengajuan pencairan dJna ;;,,;i;;r"" berikutnyadapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yangsudah diterima telah dipertanggrrgi"*"bkan.

(r) P"r*,Ts*-rlil*ir?,nglawaban Bpo pimpinanDPRK, pimpinan Onnfi-*4lL *"rr"rra"iangani pakta' integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah
t.\ ::::" dengan peruntukannya.
l'z) Pert€rnggungi,awaban.penggunaan Bpo pimpinan DPRKdibukrikan dengan. Ail;; htria;;.r...r,.",, tugasyang dilengkapi dengan .incian -p.is;"".r, 

BpoPimpinan DPRK.
(3) Rincian penggunaan BPo Pimpinan DpRK sebagaimanadimaksud pada ayat (2) 

,memuat kegiatan, tujuan,penerima ln "ry"r"t .t)ietompot masyarakat) dan
HffiH. 

penggunaan dana y."g dit""a"t""!Ini nimpinan

b.

c.

s,i

,0, ,"u:t (



(4)
*r"_1I1.,-ll,T,ry1"giayaban penssunaan

;::::?ffi "*'I*::i' ?"* ",t","iil"3il*rffl;[ffiif *?.*:*f *:lq:[r.".,#,iil #i#r#illaryba! tanggal s (lima) bir."ltllti,# lng

o

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

i

pasal 21

;3i1r:*" 
Warikota ini mulai berraku pada tanggar 1 Januari

Agar setiap or1rg m"rrgbtahuinya, memerintahkanpengundangan peiaturan " wauklta --i"i denganpenempatannya dalam Berita Daerah fota Sabang.

Sabang
16 April ?013q

Diundangkan
plda tanggal

rtexnnrARrs

di Sabang
LG April 201.9

a
BERITA

TAHUN 2013 NOMOR 13

c\

Ditetapkan di
pada tanggal


